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KOMIS| PEMILIHAN UMumM
KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang|Pemerintahan Daerah, Jo
Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
daerah dan Wakil Kepala Daerah, dlpa'ndang periu menetapkan
Peraturan Komisl Pemilihan Umum | Provinsi/Kabupaten/Kota
tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ahun 2005;

Mengingat . I

Undang-undang Republik Indonesia|-Nomor 31 Tahun 2003
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4251); .
Undang-undang Republik Indonesia |Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Repubilk1 Indonesia Tahun 2003
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,.
Nomor 4277);

. Undang-undang Republik Indonesia |Nomor 22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusayawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-undang Republik Indonesia [Nomor 23 Tahun 2003

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik 1Indonesl.'.-: Nomor 4311);
Undang-undang Negara Republik Indpnesia Nomor 10 Tahun .
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 2004 Nomor 53,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Republik Indonesia Plomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ‘(Lemlbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); . '
Undang-undang Republik Indonesia plomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, | Pengangkatan, dan
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Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4480)

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003
tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003
tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan sekretariat  Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Progtam dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Waki)
Kepala Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan ¢ 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara tanggal 7 Maret 2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;| PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2005
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1,

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah di setiap Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota.

Panitla Pemilihan| Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat
Kecamatan, Desa/Ke!urahan dan Tempat Pemungutan Suara.

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal
pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur
17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau
sudah/pemah kawm

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah
berumur 17 (tujubh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik

Indonesia harus terdaftar sebagai pemifih.

(2) Pemilih sebagam]ana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. nyata- nyatq tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyailkekuatan hukum tetap; dan
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¢. Berdomisili| di daerah pemiliban sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk. | |

(3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilth
ternyata tidak IaI i memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dapat
menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2),
diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemiiih untuk setiap

pemungutan suara.

(1)
(2

(1)
(2)

(3

(4)

(1)

Pasal 5

Seorang pemilihhanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.

Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut
harus menentukan satu diantaranya yang a2lamatnya sesuai dengan atamat yang
tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat
tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB II
PENDATAAN PEMILIH

Pasal 6

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di
daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.

Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi,
ditambah dengqn daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan
penyusunan daftar pemilih sementara.

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :

a.

memenuhi | syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

belum berunlnur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Ingionesia menjad] status sipil atau purnatugas;

tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk
berkelanjutan (P4B); .

telah meningga! dunia;
pindah domjsili ke daerah lain; atau

perubahan status darl sipil menjadi anggota Tentara Nasional! Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan daft'ar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menyusun dan
menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 7

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan UUmum terakhir di
daerah, yang digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan
sebagaimana din]’aksud Pasal 6 ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tetap (Model A3 PWP)
yang disusun oleh PPS yang digunakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua yang disimpan di Desa/Kelurahan.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila daftar plemsllh tetap (Model A3 PWP) yang disusun oleh PPS yang digunakan
dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang disimpan di
Desa/Kelurahan |t|dak tersedia, dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap yang sudah
dimutakhirkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
yang disimpan di KPU Kabupaten/Kota atau Kantor Statistik Kabupaten/Kota atau
perangkat daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 8

T

KPU Provinsi/Kalbupaten/Kota menyerahkan daftar pemilth tetap pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua kepada PPS sebagai bahan pemutakhiran
data pemilih dalam penetapan pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

PPS melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam penetapan pemilih untuk
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4 Pasal 5, dan Pasal 6, sebagai daftar pemilih sementara dengan
menggunakan formulir Model Al-KWK.

Pasal 9

PPS dalam melaksanakan pendataan pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan kegiatan :

a.  menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;

b. mencatat data/nama pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan dengan
menggunakan formulir Model A2-KWK:

(o menyusun dan mengumumkan daftar pemilih tetap dengan menggunakan
formulir Model A3-KWK.

Dalam pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
pendataan penduduk

BAB IIX

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 10

PPS menvyusun Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan bahan Daftar Pemilih
Sementara yang dlsampalkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal
6 ayat (4) dan Pasal 7

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 11

Penyusunan Daf;tar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
rmenggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara (Modei A1.KWK).

Kegtatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya daftar nama

pemilih sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam
rangkap 2 (dua), |dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk keperiuan pengumuman; dan

b. 1 (satu) ranglkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Tiap rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibubuhi cap.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan oleh
PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas
Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga
untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 14

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota
keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;

Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi
Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun, dan

Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.

Q0o

s

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan
menggunakan formulir Model AlLKWK.

Pasal 15

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana
dimaksud Pasal 13, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan.

(1)

(2)

(1)
(2)

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Pasal 16

PPS mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke
dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model AZ-KWK.

Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Nomor urut;

Nomor pemilih;

Nama pemilih;

Tempat tanggal lahir/usia;

Status perkawinan;

Jenis kelamin;

Alamat tempat tinggal;

Keterangan.

Sempanow

Pasal 17
Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 7
(tujuh) hari.

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga)
rangkap dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 18

Daftar pemilih 1ambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan oleh
PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas
desa/kelurahan,| pengurus rukun tetangga/rukun warga untuk mendapat tanggapan
masyarakat,

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksapakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan daftar pemilih tambahan.

Dalam jangka waktu sebagaitmana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat
mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas [ainnya.

Apabila usul sebaglmana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera
mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tarnbahan (Model A2-KWK).

BAB V

PAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 19

Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar pemilih Tambahan (Mode! A2-
KWK) yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18
disahkan menjadl Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dengan menggunakan formulir Model
A4-KWK.

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 5 (lima)

rangkap, dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan
pembuatan Kartu Pemilth;

c. 1 (satu) rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan
kepada Pemenntah Daerah (Kantor Administrast Kependudukan dan Catatan Sipif)
setempat sebagat bahan pemutakhiran data kependudukan daerah;

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

1) 1 {satu) rangkap untuk pengumuman ;
2) 1 (satu)| rangkap untuk arsip PPS dan sebagai bahan penyusunan Salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 20

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d angka 1),
diumoumkan di PPS/desa/keIurahan/RT/RW atau tempat {ain yang setrategis yang
mudah dijangkau masyarakat.

Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 21

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah

kerja PPK dalam ‘rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model A5.KWK.

PPK menyampail‘can kepada KPU Kabupaten/Kota :

a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan atau
sebutan |a|nnya dalam wilayah kerja PPK; dan

b. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja
PPK.
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(1)
(2)

Pasal 22

I_Dalam hal [_ngilihan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi
jumlah pemifih térdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Provinsi.

Pasal 23

Rekapitulasi ]t]mlah plemnhh terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22
digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat
perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

(1}

(2)

(3)

(4)

&3
(2)

(3

(1)

(2)

Pasal 24

Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian
Kartu Pemifih uptuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih
tetap.

Kartu Pemnilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama
lengkap pemilih,|tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diisi oleh KPU
Kabupaten/Kota | berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
dimaksud dalam|Pasal 19 dan Pasal 20.

Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan format
dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun
2005.

Pasal 25

PPS dengan dibantu oleh Ketua 'RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman
pemilih, untuk rrlenyerahkan Kartu Pemilih.

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam
memberikan suara pada hari dan tangaal pemungutan suara.

Penyerahan Kartu Pemitih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai
selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 26

Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap yang sudah
disahkan oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali
terdapat pemiiifi yang meninggal dunia.

Dalam hal terdapat pemilih yang meninggat dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), PPS membyubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan

"meninggal dunia”.
Pasal 27

Untuk keperiuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS membuat salinan
Daftar Pemilih Tetap|untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 28

(1) Pengadaan Formullr Pendaftaran Pemilth dan blanko kartu
perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

(2) Biaya pengadaan formullr pendaftaran pemilih dan blanko

pemilih tambahan dan atau

kartu pemilth sebagaimana

dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBNIAPT Provinsl/ Kabupaten/Kota

yang bersdngkutan.
Pasal 29

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadl status slplllpymabakti atau sebaliknya,

dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan darl
berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POL

Pasal 30

Peraturan inl, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk kelom
unsur KPU Provinsi/Kabupaten/kota, pemerintah daerah dan ka

pejabat TNI dan POLRI yang
R1.

kerja yang terdiri dari
or statistik,

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih xbn%; ana dimaksud dalam

Pasal 31
Formulir pelaksanaan penetapan jumiah pemlilih Pemilihan Kej

a Daerah dan Wakll Kepaia

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan inj, ntum pada Lampiran Model

A6-KWK Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan inf rutal beriaku pada tanggal ditetaphan.
Ditetapkan|di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005
KETII-JA,
ttd!
Drs. H.SAMMANG
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARUPATEN LUWU UTARA
Kagybag. Hukum,
Asriyani Rahman
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Model A1-KWH
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
_— KAB/KOTA 1) - LUWU UTARA
DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KECAMATAN
Halaman ......oocceoi i e,
o | NOWOR INDUK omurs | STATUS
KEPE’:S:'I'(?UKAN NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ';ﬁ::;' JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)
URUT USIA | (misip) LK_| PR
1 2 3 3 5 6 7 8 3 10
PO | . . , ' " p
jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara



2) = Cacat yang disandang pemifik kalau ada

jdih.kpu.gotid/sulselfluwuutara .

NO NOMOR INDUK UMUR/ STATUS
KEPE":S:IJ(';’UKA" NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ';El’;’;:l' JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
URUT UStA (BISIP) LK PR
1 2 3 5 6 7 8 ] 1G
I R ; - _ _ -
.......................... ¢ rerereinrerinrereesrrenesestsasnnssneneseeeens 2008
catatan ; Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :
Status Perkawinan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
B = Belum Kawin - _
$ = Sudah nikah Nama Tanda Tangan
P = Pernah nikah
1. ANGGOTA o i——————————— e e
Jenis Kelamin ;
Lk = L aki-laki 2.ANggota 1 s e
Pr = Prermpuan
1) = Coret yang tidak perlu 3.Anggota 1 e et e



L.ampiran A2-KWK

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS : KAB/KOTA 1) D LUWU UTARA
DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI - SULAWES! SELATAN
KECAMATAN
Halaman ..o,
NO NOMOR INDUK UMUR/ STATUS

KEPENDUDUKAN NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR PERKA- | JENIS KELAMIN | ) AMAT/TEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)

URUT (NIK) USIA WINAN
(BISIF) LK PR
1 2 3 2 5 6 7 B 9 10
- jdih.kpu.go dd/sulselluwuutara " "



r [}
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J
NO NOMOR INDUK UMUR | STATUS
KEPE"('::;'(?UKAN NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ‘ F;ﬁ:m‘ JENISKELAMIN | | AMATITEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)
URUT
_ USIA {BISIP) LK | PR
1 2 3 B 5 6 7 8 9 10
) . cceveeesenenes 2005
catatan : e Disahkan dalam Rapat Plenc PPS Tanggal :
Status.Perkawinan. = - PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA _
B = Belum Kawin
S = Sudah nikah Nama Tanda Tangan
P = Pernah nikah -
i 1T.ANGGOTA 1 e eeesassaerenenn e

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki 2.Anggota L s e
Pr = Prermpuan
1) = Coret yang fidak periu 3.ANGIOIA. L e s
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Pl b ‘j 5 »



i __ Lampiran A3-KWK
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS : KAB/KOTA 1) © LUWU UTARA
DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI - SULAWESI| SELATAN
KECAMATAN
HBIAMAN coovoinsmmsnms s s
- NOMOR INDUK UMURI | STATUS _
S e NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR PERKA- | JENISKELAMIN | | AMAT/TEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)
URUT (i A WINAN
(BISIP) LK PR
1 2 3 2 5 6 7 8 9 10

¥ '
jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara



NO NOMOR INDUK UNMURS STATUS
KEPE':SILI'(')’UKAN NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ﬁ:‘;ﬁ' JENIS KELAMIN | | AMAT/TEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)
UR
il USIA (BISIP) LK PR
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10

.......................... s treermentesnenreceretranseseeerssennnsensaran. 2008

catatan : Disahkan dalam Rapat Plena PPS Tanggal :

Status Perkawinan™ —— PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

B = Belum Kawin —

S = Sudah nikah Nama Tanda Tangan

P = Pernah nikah
1 AN G GO T A L e, v ———

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki 2.ANGEOIE L e

Pr = Prermpuan

1) = Coret yang tidak perlu 3ANGEOE L et

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

jdih.kpu.gd.id/sulsél/luwuutara




FORMULIR PERBAIKAN SEMENTARA

Model A 3.1-KWKJ

1. Propinsi 2. Kabupaten/Kota 3. Kecamatan
4. Desa/Returahan/ 5.RT/RW /Nama 6. TPS
Nama Lain lain
7. Alamat 8. Nama Kepala
Rumah Tangga
(NIK) Nama Sebenarnya Perbaiki Umur Kelamin | Per- dik- | jaan | rumah | gara |Pemilih cacat
ka- an tangga
Tempat Tanggal .
N - winan
1 (2) (3) (4 (5)_ (6) 0] 8 {9) oy 1 | (12) | (13) | (14) (15)
Kede Jawaban kolom : .
{3) Alasan Diperbalki {7) Jenis Kelamin (8) Status Perkawinan (9) Agama (10} Pendidikan (11) Pekeriaan
1. Menunggal ' 6. Salah Nama 1. Laki-laki 1. Blm Kawin 1. Islam 5. Budha 1. Tdk/Blm sekolah 6. DI/ 1. Pelajar 7. Nelayan 13. TN
2. Pindah domisili 7. Salah Alamat 2. Perempuan 2. Kawin 2. Protestan 6. Khonghucu}2. Tdk tamat SD 7.0l 2. Mengurus RT 8. industri 14, Polri
3. Tidak dikenal 8. Terdaftar ganda 3. Cerai Hidup 3. Katolik 7. Lainnya 3. Tamat SD 8.S1/DIV |3. Pensiunan 9. Konstruksi 15, Jasa Lainnya
4, salah status pemilih 9. Lainnya 4. Hindu 4, SLTP 9,82 4, Bimitdk Kerja 10. Perdagangan 16. lainnya
5. Saiah jenis kelamin 5, SLTA 10.83 5. Petani 11. Transportasi
J S 6-Petemnak 12.PNS
{12} Status datam Rumah tangga, {13} Warga Negara (14) Status Pemilih (15) Penyandang Cacat Petugas
1. Kepala RT 6. Orang Tua 1. WNI 1. Biasa 1. Cacat fisik
2. IstrifSuami 7. Mertua 2. WNA 2. Cacat Mental/Jiwa 2. Gacat Netra/Buta
3. Anak 8. Famili lain 3. Dicabut hak pilih 3. Cacat Rungu/Wicara
4. Menantu 9. Pembantu 4. Pidana 5 Tahun 4. Cacat Mental\Jiwa
5. Cucu 10. Lainnya 8. Tdk punyz hak pilib 5. Cacat Fisik dan Menial
6. BIm Punya hak Pilih 6. Cacat Lainnya (... .-.)

o

jdih.kpu.go fd/sulselluwuutara




Model A 3.2-KWK

FORMULIR DATA PEMILIH BARU

1. Propinsi 2. Kabupaten/Kota 3. Kecamatan
4. DesaiKelurahan/ 5. RT/RW / Nama 6. TPS
Nama Lain lain
7. Alamat 8. Nama Kepala
Rumah Tangga
Sta- Pen- | stat War Stat Penyan Tempat tinggal 6 bin sebelum nomor induk Kependudukan
Lahir Jenis tus Aga di- dim aa dang Pilkada (Kabupaten, Kecamatan, (Diist ileh PPS)
Kelamin Per- ma dik- rmh Ne- Pem cacat Kelurahan/Desa)
Nama Umur o - .
ka- an | tangg| gara ilih (Diis] jlka tidak sama dengan
Tempat Tanggal winan ga tempat tinggal sekarang)
{f) (%) (3) (5 {€) ) {8 (9 | (o) [ 11  (12) {13) {14) {15)
(8) Jenis Kelamin {6) Status Perkawinan {7) Agama {8) Pendidikan {9) Pekerjaan
1. Laki-laki 1. Blm Kawin 1. Islam 5. Budha 1. Tdk/Blm sekolah 6. DIl 1. Pelafar 9. Konstruksi
2, Perempuan 2. Kawin 2. Protestan 6. Khonghueu 2. Tdk tamat SD 7.0 2. Mengurus RT 1C. Perdagangan
3. Cerai Hidup 3. Katolik 7. Lainnya 3. Tamat SD 8.81/DIV 3. Pensiunan 11. Transportasi
4. Cerai Mati 4. Hindu 4. SLTP 8.82 4. Blm/tdk Kerja 12. PNS
5. SLTA 10.83 5. Petani 13. TNI
—_—-]- — . N _ 6. Peternak 14. Polrt
7. Nelayan 15. Jasa Lainnya
8. Industri
{10} satus dalam rumah tangga (11} Warga Negara |{12) status pamilih {13) Penyandang Cacat : Petugas
1. Kepala RT 8. Orang Tua  }1.WNI 1. Biasa 1. Cacat fisik
2, |IstrifSuami 7. Meriua 2. WNA 2. cacat Mental/Jiwa 2. Cacat Netra/Buta
3, Anak 8. Famili lain 3. Dicabut hak pifih 3. Gacat Rungu/Wicara
4. Menantu 9. Pembantu 4, Pidana 5 tahun 4. Cacat Mental/Jiwa
§. Cucu 10. Lainnya 5. Tdk punya hak pilih 5. Cacat Fisik dan Mental
6. Belum punya hak pilih 6. Cacat Lainnya O OO PO O OO PO ORI

jdih.kpu.go'.id/sulsef/luwuutara



SEBAGAI PEMILIH BARU 1)

Model A3.3-KWK

Nama Kepala

|

|

|
FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR
|

[

Rumah Tangga
Alamat
RT/RW
TPS
No. Nama Pemilih Tambahan Tanggal Lahir Status Keterangan
I Perkawinan

Yang Menerirlna

|

Petugas (Pengurus RT/RW)

Formulir Tanda Bukti Sudah Di_liaftar Sebagai Pemilih Baru 2)

|Model A3.3-KWK

Nama Kepala : [
Rumah Tangga
Alamat |
|
RT/RW : E
TPS i
' No Nama Pemilih Témbahan Tanggal Lahir Status Keterangan
] i Perkawinan
Yang Menelrima Petugas {Pengurus RT/RW)
|
!
(I) (orerereerereraseneersssessssessessrssses s sasesanes }
l
catatan ; |

1). Lembar Pertama untuk petugas ('Pengurus RT/IRW)
2). Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga vang mewakili pernilih.

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara




PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP

WODEL A 4-KWK

TPS KAB/KOTA 1) : LUWU UTARA

DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI : SULAWES! SELATAN

KECAMATAN

Halaman .......ccoovvviiieiieieennn.
o NOMOR INDUK omum | STATUS ]
KEPE"('S:IJ('))UKA" NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ';ﬁ‘:m' JENISKELAMIN 1 ) AMATITEMPAT TINGGAL | KETERANGAN 2)
URUT
R USIA (B/S/P) LK PR
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
T : - B
.......................... s et eeaensenssnessnsnesenrenne 2008
catatan™ - ——- Disahkan.dalam Rapat Plenc PPS Tanggal :
Status Perkawinan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
E = Belum Kawin .
S = Sudah nikah Nama Tanda Tangan
P = Pernah nikah
1. ANGGBOTA L s sesresisssseaeersrnnns

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki 2.ANGQ0Ota L e e
Pr = Prermpuan
1) = Coret yang fidak periu 3.ANGIOA s e

meslll>-

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

jdin.kpu.goYd/sulselhuwuutara




PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN / KGTA 1)

|
|

REKAPITULASI TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR

SEBAGAI PEMILIH BARU 1)

| Model A5-KWK

PROVINSI
NO. NAMA ‘ PEMILIH TERDAFTAR JUMLAH K RANGAN 2
URUT DESA/KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH TPS ETE GAN 2)
;| 2 l 3 4 5 6 7
S S . S e O e I
I S N N _—
- Catatan: | s serassnene 2005
1) = coret yang tidak perlu Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal
2) = Banyaknya jumlah pemilih baru PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
Nama Tanda Tangan
R = (T P OO
2.Anggola L eeeeereeeenre,
3.ANgOIA e reveeesressesmr e
4 ANGOOE s sssesecreessseressseseensnnnins
B.ANGAOIE e e e nen e

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara




REIJAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

[ Model A6-KWK |

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPUD KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN /KOTA 1) :
PROVINSI :
Halaman ............
. NO. [ PEMILIH TERDAFTAR JUMLAH
URUT NAMA KECAM?TAN LAKI-LAKI| PEREMPUAN | JUMLAH TPS KETERANGAN 2)
1 2 3 4 5 6 7
i
Catatan : UV o ¥ |
1) Coret yang tidak periu Disahkan dalam Rapat KPU Kabupaten/Kota Tanggal :

2) Banyaknya Jumlah Pemilih Baru

KOMISI PEMILYHAHN UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

Tanda Tangan



